BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada Kantor Wali Nagari Lareh Nan Panjang

Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu

sebagai berikut:

1.

Implementasi laporan dana desa menurut Peraturan Bupati Padang Pariaman
Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana
Desa Setiap Nagari Tahun Anggaran 2020 di Nagari Lareh Nan Panjang Sungai
Sariak Kabupaten Padang Pariaman sudah diterbitkan dan realisasinya sudah
berjalan dengan baik serta ditunjang dengan Aplikasi Siskeudes (Aplikasi
Sistem Keuangan Desa) yang dapat membantu mempermudah perincian laporan
dana desa, sehingga implementasi aturan ini terealisasi dengan baik.
Kendala-kendala yang dihadapi Wali Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak
dalam implementasi laporan dana desa menurut Peraaturan bupati Padang
Pariaman Nomor 4 Tahun 2020 di Nagari lareh Nan Panjang Sungai Sariak
adalah
a. Keterlambatan dalam pembuatan LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) dan
penandatanganan oleh para Pejabat Tinggi Nagari
b. Permasalahan teknis yang sifatnya dalam keadaan darurat (urgensi)
Upaya dalam mengatasi kendala-kendala dalam proses implementasi laporan
dana desa menurut Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2020 di

nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak adalah
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a. Laporan Desa Lebih Terstruktur dan Rapi Demi Meminimalisir
Keterlambatan Laporan Dana Desa

b. Mempercepat Pembuatan Laporan Dana Desa

B. Saran

1. Telah diterbitkannya Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 4 Tahun
2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa agar
Nagari Tahun Anggaran 2020, dalam proses ini Pemerintah Nagari Lareh Nan
Panjang Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman harus lebih teratur dalam
menerapkan sistem sesuai dengan peraturan yang tertera atau yang telah
diterbitkan guna meminimalisir kesalahan-kesalahan dalam laporan terutama
sudah ditunjang juga dengan adanya Aplikasi Siskeudes (Aplikasi Sistem
Keuangan Desa).

2. Agar Pemerintahan Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak Kabupaten
Padang Pariaman harus lebih meminimalisir keterlambatan-keterlambatan
yang terjadi dalam melakukan laporan agar semua akses mengenai pembagian
pendaan tidak terjadi penundaan akibat laporan yang sering terlambat dalam
penyerahannya.

3. Dengan telah adanya kebijakan dari Pemerintah Padang Pariaman yang tertera
pada Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tata
Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari Tahun
Anggaran 2020, agar untuk para pejabat tetinggi Nagari Lareh Nan Panjang
Sungai Sariak untuk lebih melakukan evaluasi kinerja percepatan terhadap

keterlambatan dalam melakukan pengkroscekan serta penandatangan laporan
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tersebut, dalam artian untuk bisa fokus dalam pemeriksaan LPJ (Laporan
Pertanggung Jawaban) serta penandatanganan laporan agar tidak terjadi

keterlambatan dalam penyerahannya.
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